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Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya mempunyai akibat 

hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan 

perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan tersebut. 

Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses 

perkawinan dilakukan secara sah yaitu dengan memenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat 

(1) dan ayat (2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan 

kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan 

dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang 

diperoleh suami dan atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi 

kebutuhan bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

membagi harta perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa 

disebut dengan harta gono-gini yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan 

antara suami dan istri, dan harta bawaan atau harta asal yang berasal dari masing-

masing suami atau istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Hal yang harus 

diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan adalah harta bawaan dan harta 

bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah, kecuali ada aturan atau 

ketentuan lain yang disepakati oleh suami dan istri. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan 

perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi acuan dasar 

dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian menggunakan tipe pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum 

primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kekeliruan hakim dalam memutus 

sengketa tentang harta benda perkawinan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dalam 

sengketa tersebut memperebutkan harta perkawinan yang berupa sebuah mobil yang 

dihadiahkan dari seorang ibu kepada anaknya yang telah menikah. Lalu untuk 

membuktikan ahli waris yang sah terhadap harta tersebut, Penggugat (istri) dan 

Tergugat (orang tua dari suami penggugat) membawa sengketa ini ke Pengadilan 
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Negeri Pekanbaru. Dimana Penggugatnya adalah istri dan yang Tergugat adalah orang 

tua dari suami. Lalu Penggugat (istri) memohon kepada Majelis Hakim agar 

mengabulkan status mobil tersebut menjadi warisan dari suaminya. Dari sengketa 

tersebut lalu lahirlah Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pbr yang mengabulkan 

permohonan Penggugat (istri) atas kepemilikan harta tersebut dan menjadikan mobil 

tesebut menjadi warisan dari suaminya. Dalam konsep harta perkawinan, pemberian 

hadiah ataupun hibah baik dari orang tua ataupun keluarga lain kepada suami/istri 

sebelum perkawinan ataupun selama perkawinan adalah menjadi harta bawaan 

masing-masing pihak baik suami ataupun istri bukan menjadi harta bersama 

sebagaimana yang tertera dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Karena mobil tersebut merupakan hadiah dari ibunya 

kepada suami, maka harta tersebut merupakan harta bawaan suami. Dan ketika terjadi 

perceraian, baik perceraian hidup ataupun mati, tentang harta bawaan dalam 

perkawinan harusnya kembali lagi menjadi milik pribadi suami/istri. Dan jika 

suami/istri meninggal (cerai mati) maka harta bawaan tersebut menjadi milik dari 

keluarga masing-masing. Dan jika mempunyai anak kandung, maka anak kandung 

tersebutlah yang mewarisi harta bawaan tersebut. Akan tetapi dalam sengketa tersebut, 

setelah suami meninggal dunia, mobil tersebut tetap berada pada penguasaan istri dan 

anak angkatnya sampai mereka memutuskan untuk menjual objek sengketa tersebut 

kepada orang lain untuk keperluan kebutuhan hidup mereka. Karena mobil tersebut 

merupakan hadiah dari orang tua suami dan statusnya harta tersebut seharusnya 

sebagai harta bawaan, sudah sepantasnya ketika si penerima hibah yaitu si suami 

meninggal dunia, maka penguasaan harta bawaan tersebut beralih kepada kelaurga 

suaminya bukan kepada istrinya.  

Dari putusan tersebut terdapat beberapa hal yang keliru dari penilaian hakim terhadap 

sengketa tersebut. Apabila terjadi perceraian, baik perceraian hidup ataupun mati, 

maka harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing, kecuali ada anak 

kandung yang ditinggalkan. Sedangkan pada kasus itu, mereka hanya memiliki anak 

angkat. Anak angkat dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak 

angkat hanya bisa mewarisi harta bersama bukan harta bawaan karena sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak 

tidak memutuskan hubungan dengan orangtua kandungnya. Jadi, anak angkat hanya 

bisa mewarisi harta bersama dari orangtua angkatnya 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjabarkan kekeliruan Majelis Hakim dalam 

menangani sengketa harta di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk mengetahui 

penjabaran mengenai harta bawaan yang benar dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang sesuai dengan 

permasalahan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian 

menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 

konseptual (conseptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan 

sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang teknik pengumpulannya 

melalui studi pustaka 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa pertama, istri tidak 

berhak untuk menguasai harta bawaan dari suaminya karena berdasarkan penjabaran 

tentang konsep penguasaan harta setelah perceraian, seharusnya ketika terjadi 

perceraian hidup, maka harta bawaan kembali kepada pihak masing-masing baik 

suami atau istri sebagai pemilik harta bawaan. Dan jika terjadi perceraian karena 

kematian, maka harta bawaan tersebut berpindah kepemilikannya kepada keluarga 

masing-masing istri ataupun suami. Kedua, bahwa anak angkat tidak bisa mewarisi 

harta bawaan dari orangtua angkatnya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan 

hubungan dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadikan anak angkat 

tidak bisa mewarisi harta bawaan dari orang tua angkatnya. 

  

Kata kunci : Kedudukan istri, anak angkat, harta bawaan  
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